
 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN 

NOMOR 52 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  

DINAS KESEHATAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada 
Dinas Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-

kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 

 

 

3. Undang-Undang … 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4241); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor     
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 421); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke 
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

 

 

 

10. Peraturan … 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan 
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 
2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1039); 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 1); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS 
KESEHATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 

Pasuruan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Pasuruan. 

 

 

 

6. Pusat … 
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6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya 
disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas  

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang 
menyelenggarakan dan mengoordinasikan 

pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, 

rehabilitatif, dan/atau paliatif diwilayah kerjanya. 

7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang 
bertanggung jawab memberikan pelayanan dan 
melaksanakan pekerjaan sesuai pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu. 

8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan 

Masyarakat Kota Pasuruan. 
 

Pasal 2 
 

(1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat 

fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 

profesional. 

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 3 

 
(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk 

Puskesmas pada Dinas. 

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari: 

a. Puskesmas Gadingrejo; 

b. Puskesmas Kebonagung; 

c. Puskesmas Karangketug; 

d. Puskesmas Kebonsari; 

e. Puskesmas Kandangsapi; 

f. Puskesmas Bugul Kidul; 

g. Puskesmas Sekargadung; dan 

h. Puskesmas Trajeng. 
 

 
 
 

 
BAB III … 
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BAB III 
ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA 

 
Bagian Kesatu 

Organisasi  
 

Pasal 4 
 

(1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:  

a. Kepala Puskesmas; dan  

b. kelompok Jabatan Fungsional.  

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. 

(3) Bagan alur susunan organisasi Puskesmas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal 5 

 
(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional 
bidang kesehatan yang mendapatkan tugas 

tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas. 

(2) Kepala Puskesmas Sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan 

Puskesmas. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Puskesmas 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

b. pengelolaan klaster;  

c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer 

di wilayah kerja Puskesmas;  

d. pengelolaan data dan sistem informasi; 

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

Puskesmas; dan  

f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas. 

 
Pasal 6 

 
(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan 
oleh Wali Kota.  

 

(2) Untuk … 
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(2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas, 

harus memenuhi persyaratan:  

a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;  

b. memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling 

rendah sarjana s-1 (strata satu) atau d-4 

(diploma empat);  

c. pernah paling rendah menduduki Jabatan 
Fungsional di bidang kesehatan jenjang ahli 

pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;  

d. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) 

tahun;  

e. memiliki kemampuan manajemen di bidang 

kesehatan masyarakat; dan  

f. telah mengikuti pelatihan manajemen 

Puskesmas. 

(3) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian 

berdasarkan penilaian kinerja dan/atau 
kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 7 
 

(1) Pelatihan manajemen Puskesmas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f ditujukan 
untuk meningkatkan kemampuan manajerial 

dalam mengoordinasikan sumber daya kesehatan 
dan jejaring Pelayanan Kesehatan primer di 

wilayah kerja Puskesmas. 

(2) Kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:  

a. kerja sama;  

b. komunikasi;  

c. pelayanan publik; dan  

d. pengambilan Keputusan. 

 
Pasal 8 

 
Kepala Puskesmas diberikan hak keuangan dan hak 
lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
 

 
Bagian … 
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Bagian Kedua 
Tata Hubungan Kerja 

 
Pasal 9 

 
(1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas 

bersifat pembinaan dalam rangka kesehatan 

daerah. 

(2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk 

melakukan pembinaan secara terintegrasi dan 

berkesinambungan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja 

Puskesmas yang disampaikan secara berkala 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.  

(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) paling sedikit memuat data dan informasi 
tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan dan manajemen Puskesmas.  
 

Bagian Ketiga 
Evaluasi 

 
Pasal 10 

 

(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, 
Kepala Dinas secara berjenjang melakukan 

evaluasi kinerja terhadap Kepala Puskesmas dan 

sumber daya manusia kesehatan Puskesmas. 

(2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dijadikan pertimbangan untuk 
mobilitas talenta dan promosi terhadap kepala 

Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan 
Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 14 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas 

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam 
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

 

 

(2) Kelompok … 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga 
fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

 
BAB V  

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 15 

 
Kepala Puskesmas yang ada sebelum Peraturan Wali 

Kota ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan 
melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan 

dalam Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal 16 
 

Pejabat Fungsional yang mengalami perubahan 
nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Wali 

Kota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai 
dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan yang baru 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 

ini. 
 

 
BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 

 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 

41); 

b. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2019 Nomor 10); 

c. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 
41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

d. Peraturan … 
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d. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 

18); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 18 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 8 Desember 2025 

 
WALI KOTA PASURUAN, 

 
Ttd 

 

ADI WIBOWO 
 

 
 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 8 Desember 2025                  

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd 

 
RUDIYANTO 

 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 52 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd. 

 
MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH. 

Penata Tingkat I 
NIP. 19820518 201001 2 021 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN 

NOMOR 52 TAHUN 2025 
TENTANG 

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT PADA DINAS 

KESEHATAN 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN 

 

 

 
(1)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

              
WALI KOTA PASURUAN, 

 
Ttd 

 
     ADI WIBOWO

KEPALA PUSKESMAS 

 
AMINUROKHMAN 

:   

  TANGGAL :   

KEPALA DINAS 
 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd. 

 

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH. 
Penata Tingkat I 

NIP. 19820518 201001 2 021 



 


